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3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

: 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembenlukan
Daerah Tingkal I Sumalera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan perUmbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua atas Peraluran Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Oaerah Provinsi
Sumatera Selalan;

a, bahwa dalam rangka kesempurnaan sistem dan prosedur
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan
Gubemur Sumalera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tenlang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuanqan Oaerah Provinsi
Sumatera Selatan :

Menimbang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINS,ISUMATERA SELATAN

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2011

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenlang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026):

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan
Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234):

8, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049):

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesi~ Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana lelah beberapa kali diubah, lerakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lenlang Perubahan kedua
alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lenlang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421):

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lenlang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

11, Peraluran Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 lenlang Kedudukan
Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana lelah beberapa kali diubah lerakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

- 3 -

, .

, ,

· . ' .



I II' 'r~.,..l-----r-I, ,

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5219):

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972):

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165):

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4612) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Mllik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855):

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
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34. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nemer 53 Tahun 2010
tentang Kebijakan Akuntansi Previnsi Daerah Sumatera Selatan
(Berita Daerah Previnsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nemer
24 Tahun 2010 Seri E).

33. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nemer 50 Tahun 2010
tentang Sistem dan Presedur Pengelelaan Keuangan Daerah
Previnsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Previnsi Sumatera
Selatan Tahun 2010 Nemer 23 Tahun 2010 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nemer
8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Sistem dan Presedur
Pengelelaan Keuangan Daerah Previnsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Nemer 2 Seri E);

32. Peraturan Daerah Previnsi Sumatera Selatan Nemer 5 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelelaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Previnsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nemer 2 Seri E);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nemer 31/PMK.07/2005 tentang Tata
Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan
Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang
Pedeman Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nemer 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang
Pedornan Pengelelaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 17 Tahun 2007 tentang
Pedeman Teknis Pengelelaan Barang Milik Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laperan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

31. Peraturan Daerah Previnsi Sumatera Selatan Nemer 3 Tahun 2007
tentang Pengelelaan Barang Milik Pemerintah Previnsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nemer 3), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nemer 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nemer 3 Tahun 2007 tentang Pengelelaan Barang Milik
Pemerintah Previnsi Sumatera Selatan;
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 14

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 - 12 '7 2011

SEK ETARIS DAERAH
PROVINS SUMATERA SELATAN,

r

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal :2.9 - I'_ - 2011

GUBERNUR SUMATERA SElATAN,bv(

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Pasalll

Lampiran II halaman 3 sampai dengan halaman 91 diubah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Beberapa ketentuan dalam lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 50
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah. Nomor 24 Tahun
2010 Seri E) diubah sebagai berikut :

Pasal

Menetapkan . : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGElOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN:
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto. 

 
YUSRI EFFENDI 
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

2011
Ditetapkandi Palembang
padatanggal 29 De8e~ber
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Bagan aUrpengesahan rancangan anggaran kas dogambarkan sebagal berikut :

 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

 


